PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG

PERATURAN DESA
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BUPATI MUARA ENIM,

bahwa sebapgal pelaksanaan ketentuan Pasal 105 ayat (3] Undang-
Undang Nomar 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pusal 48 sampai depgan Pasal 51 Keputusan benteri Dralam
Megeri Momor 64 Tabunl®9% lentang Pedoman  Umum
Pengaturan  Mengenai Dhesa, maka dipandang perle  untuk
mengatur tentang Peraturan Desa,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan
Desa;

Undang-undang Nomar 28 Tahun 1939 tentang Pembentukan
Diaerah Tingkat [1 dan Kotapraja di Sumaters Selatan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1939 Memor 73; Tambaban
Lembaran Negara Nomor 1821

Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintabat
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Momor 60° Tambahan Lembaran Negara Nomar 3833},

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 54,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932}

Keputusan Presiden Momor 44 Tahun 1959 rentang Tekntk
Penyusunan  Peraturan Perundang-undanpan  dan  Bentuk
Kancangan Undapg-Undang, Hancangan Teraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 707;

Peraturan Menteri Dalam Meperi Momor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Persturan  Menterd  Dalam Meger,
Keputusan Menteri Dalam Meged dan Instruksi Blenetri Dalam
Meger sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomot 5 Tahun 1979
lentang Pemerintzhan Desa;

K.eputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 63 Tahun 1999 temang
Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan  [alam
Penyelengpzraan Pemerintaban Desa dan Kelurahan,

Keputusan Menteri Dielam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenm Desa:



Drengan persaiujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MITARA ENIM
MEMUTUSKAN :
Menetapkan | PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dralam Peraturan Daerah mi vang dimaksud dengan
|. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinst Sumatera Selatan.

Bd

Pemenntah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

1ak

Bupat adatabh Bupati Muara Enim.

4. Pemernintah Desa adalah Fepala Desa dan Perangkat Desa,

5. Badan Perwakilan Rakyar Desa vang selanjumvya diseshut BPRD adalah Badan
Perwzkilan vang terdin atas pemuka-pemuka  masvarakat yvang ada & Desa yang
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan

menvalurkan  aspirast  maesyarakat  serta melakukan  pengawasan  terhadap
penyelengparaan Pemernntahan Desa.

BAB II
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 2

(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala desa dan atau BPFED.

() Kepala Desa menetaphkan Peratuean Desa setelah mendapat persetujuan dan BPRI,
Pazal 3

Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPRD mengadakan rapal yang dihadin olgh
sekurang-kurangnya 2/3 (dus pertiga) dan jumlah angpota BPRD.

Pasal 4

{1} Peraturzn Desa ditandatangans oleh Kepela Desa
(2} Peratursn Desa sebagimana dimaksud dalam ayat (1} tdak memerlukan pengesaban
Bupati.
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BAB Il
MATERI PERATURAN DESA

Pasal 5

Peraturan Desa memuat matert sebagai berikul |
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kelentuan-ketentuan vang mengandung perintah, larangan atau keharusan uniok
berhuat sesuatu dan atau tidak berbual sesuatu yang ditwjukan langsung kepada
masvarakat,

kententuan yang memherikan beban kepada masyarakat,

sepala sesuatu yang perlu diketaho olech masyarakat Desa, karena menyangiut
Lepentingan masyarakat Desa,

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBATALAN
PERATURAN DESA

Pasal 6

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa disampaikan kepada Pemerntah Fropins dan
Pemerintah Kabupaten sclambat-lambalnya 15 {limubelas) han setelah ditectapkan denge
tembusan Camat.
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Pasal 7

Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa yang berentangan denpan
Lepentingan  wmum  alag  peraturan perundang-undangan  vang  lebih tnggel
tingkatannyi.

Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebacaimana dimaksud dalam ayal (1)
diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPRD dengan menvebutkan alasan-
alasannya.

Pemerintah Desa vane tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa
sehagaimana  dimaksud dalam avat (2) dapat menpajukan  keberatan kepada
Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemerintah
Kabupaten.



BABY
KETENTUAN PENUTUP

PPasal 8

i1y Pada saat berakunya Peraturan Daetah ini, maka semua  ketentvan  yang
bertentangan dengan Peraturan Dazsrah ini dinyatakan ndak berlaku.

(27 Hal-hal yang belum sliatur di dalam Peraturan Dazerah ini, akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Bupati sepanjang mengenal pelaksanaannya
Pasal 9
Peraturan Daerah im mulai berlaku pada tanpeal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya.memeannishkan pengundangan Peraturan Daerah it
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Envm,

Critctapkan  di Muoar Enim
pada tanggal 29 September 2000
BLUPATI MUARA ENIM,

AHMAD S0FIAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Emm
pada tanggal 29 Septerfiber 2000
SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN
MUARA ENIM,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR .22,



